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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penelitian ini membahas pertentangan antara implementasi kebijakan
pendaftaran tanah dengan penghentian pemberian izin baru pada kawasan
hutan dan gambut terhadap proses penerbitan sertipikat. Di satu sisi pemerintah
pusat yaitu Kementerian ATR/BPN memiliki program pendaftaran tanah
melalui PTSL sejak tahun 2017 mendapat beban target yang cukup besar dalam
satu tahun anggaran berjalan untuk mencapai target seluruh bidang tanah di
Indonesia terpetakan dan terdaftar pada tahun 2025 (Elena 2018).

Kementerian ATR/BPN semakin berbenah diri dan meningkatkan
kinerjanya dengan berbagai upaya dan inovasi sehingga tercapai target
pensertipikatan tanah di Indonesia tiap tahunnya mulai tahun 2017 hingga 2019
yang dihasilkan sebanyak 5,2 juta, 9,4 juta, dan 11,2 juta bidang tanah melalui
program PTSL (Suharno 2021).

Dukungan pemerintah daerah dan segenap stakeholder turut membantu
untuk menyukseskan pendaftaran tanah di Seluruh Indonesia dengan optimis
karena hal itu diyakini dapat mendukung Program Strategis Nasional (PSN)
dan membantu menyelesaikan permasalahan yang muncul di bidang
pertanahan. Hal itu sejalan dengan Renstra Kementerian ATR/BPN tahun
2020-2024 pada salah satu poin ditegaskan untuk tahun 2024 sudah
terdaftarnya seluruh bidang tanah dengan PTSL dan sporadis di Indonesia.

Renstra Kementerian ATR/BPN tahun 2020-2024 merupakan
keberlanjutan dan penyempurnaan Renstra Kementerian ATR/BPN tahun
2015-2019 yang ditindaklanjuti oleh Inpres No. 2 Tahun 2018 dan diperkuat
dengan Permen ATR/Ka. BPN No. 6 Tahun 2018 mengenai percepatan
pendaftaran tanah sistematis lengkap. Namun disisi lain pemerintah berupaya
melindungi keberadaan lahan gambut yang memiliki fungsi ekologi sehingga

perlu dikendalikan perubahan dan penguasaan lahan-lahan tersebut.



Pada tahun 2019 Presiden Joko Widodo membuat kebijakan baru dengan
diterbitkan Inpres No. 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian 1zin Baru
dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut
disertai Kepmen LHK No. SK. 7099/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/8/2019
tentang Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru Hutan Alam
Primer dan Lahan Gambut Tahun 2019. Kebijakan Inpres dan Menteri LHK
tersebut mempengaruhi proses pendaftaran tanah terhadap seluruh bidang
tanah masyarakat yang terletak pada APL PIPPIB di kawasan tertentu sesuai
aturan telah ditetapkan.

Kebijakan yang terikat pada kawasan hutan dan lahan gambut terkait
penerbitan izin baru diharapkan mampu mengurangi emisi karbon akibat
kerusakan dan penurunan kualitas hutan primer dan lahan gambut yang kaya
bahan organik (Geyasra 2020). Peta yang dijadikan kebijakan tersebut
termasuk kategori rendah (Zulkarnain 2016).

Aturan terkait lahan gambut merujuk kepada Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Ekosistem Gambut dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Ekosistem Gambut. Pada pasal 9 PP No. 57 Tahun 2016 mengatur perubahan
fungsi budidaya ekosistem gambut ditetapkan menjadi fungsi lindung jika
masih terdapat gambut dengan kedalaman lebih dari 3 meter dan ketentuan lain
yang disebutkan dalam aturan ini.

Adanya Inpres No. 5 Tahun 2019 dan Inpres No.2 Tahun 2018 terlihat
adanya kontestasi kebijakan di bidang pertanahan dimana pada Inpres No. 2
Tahun 2018 memerintahkan percepatan PTSL di seluruh wilayah NKRI sejalan
dengan target capaian Renstra Kementerian ATR/BPN 2020-2024 sedangkan
di sisi lain Presiden Joko Widodo juga menerbitkan Inpres No. 5 Tahun 2019
memerintahkan untuk menghentikan proses penerbitan rekomendasi atau
perizinan oleh kepala daerah, dan pemberian hak atas tanah oleh Kementerian

ATR/BPN pada kawasan yang ditentukan dan ditetapkan dalam peraturan.



Namun kebijakan tersebut menyasar tanah-tanah masyarakat yang sudah
dikuasai baik yang sudah bersertipikat maupun belum bersertipikat hak atas
tanah sebelum adanya kebijakan ini yang terletak pada area penggunaan lain.

Kementerian ATR/BPN pada akhirnya menindaklanjuti kebijakan
penghentian pemberian izin baru pada lahan gambut dalam penerbitan hak atas
tanah. Sekjen Kementerian ATR/BPN menyurati seluruh satuan kerjanya baik
provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia tanggal 1 Oktober 2019 Nomor
TU.01.02/1717-100/X/2019. Adapun isi dari surat edaran tersebut pada poin 5
mengandung makna bahwa proses proses pendaftaran tanah yang masuk lokasi
terdampak kebijakan PIPPIB dapat diselesaikan apabila telah diterbitkan revisi
PIPPIB. Hal itu menjadi problematika yang dialami masyarakat dan kantor
pertanahan maupun kantor wilayah BPN provinsi di seluruh wilayah Indonesia
dalam pensertipikatan tanah yang sedang berlangsung.

Salah satu contoh, sertipikat tanah masyarakat yang masuk PIPPIB
walaupun berada dalam kawasan APL juga mengalami dampak dari peraturan
tersebut baik untuk pelayanan pemisahan, pemecahan, penggabungan,
peralihan hak, perubahan hak, dan pemberian hak tanggungan tidak bisa
diselesaikan prosesnya sementara waktu jika tanah tersebut terletak pada APL
PIPPIB lahan gambut sehingga masyarakat tidak bisa memenuhi syarat
administrasi untuk memperoleh kredit penambahan modal di salah satu bank
untuk mengembangkan usaha dan kebutuhan lainnya (Saputra 2021).

Merujuk kepada surat Kakanwil BPN Provinsi Riau No. HD.02.02/967-
14/111/2020 tanggal 24 Maret 2020 perihal Kklarifikasi kegiatan PTSL tahun
2019 dan kegiatan pemeliharaan data hak tanah untuk sertipikat yang telah
terbit dan berada dalam PIPPIB, bahwasanya pada poin 2 dijelaskan bahwa
kegiatan derivative pasca pedaftaran tanah tidak bisa diselesaikan proses
hingga Kementerian LHK menerbitkan revisi PIPPIB terbaru atau solusi yang
ditawarkan dari hasil koordinasi antar 2 kementerian tersebut.

Kelurahan Air Hitam merupakan salah satu wilayah yang terkena dampak
PIPPIB dimana sudah banyak terdapat sertipikat hak atas tanah sebelum

adanya Inpres Nomor 5 Tahun 2019. Maka tanah masyarakat yang sudah



dilekati hak atas tanah untuk kegiatan pemisahan, pemecahan, penggabungan,
dan untuk dijadikan objek hak tanggungan di lembaga perbankan juga tidak
dapat diproses. Sedangkan untuk tanah yang dikuasai masyarakat yang belum
bersertipikat hak atas tanah tidak dapat lakukan sertipikasi tanah dengan PTSL
maupun sporadis. Hal itu menjadi paradigma baru bahwa tanah yang dimiliki
sebagai aset yang berharga juga untuk peningkatan ekonomi masyarakat gugur
sementara hingga terbit revisi PIPPIB, padahal UUD‘45 dan UUPA (UU No.
5 Tahun 1960) mengamanatkan tanah yang merupakan karunia Tuhan
dipergunakan untuk kemakmuran rakyat.

Problematika tersebut menjadi perhatian khusus para pemangku
kepentingan terutama Kementerian ATR/BPN sebagai institusi pendaftaran
tanah dan pelaksana kebijakan PIPPIB, Kementerian LHK sebagai institusi
penyusun dan pelaksana kebijakan PIPPIB, dan masyarakat yang
menguasai/memiliki tanah pada kawasan tersebut. Maka strategi kantor
pertanahan sangat diperlukan untuk membantu menyelesaikan tanah-tanah
yang dikuasai masyarakat terletak pada APL PIPPIB lahan gambut untuk
penerbitan hak atas tanah juga turut serta memfasilitasi masyarakat dalam
permohonan Klarifikasi PIPPIB sebagaimana yang disebutkan pada Diktum
Keempat Inpres No. 5 Tahun 2019 menyebutkan Menteri, Gubernur,
Bupati/Walikota berdiskusi agar menghasilkan upaya penyelesaiannya kepada
Menteri LHK.

Penelitian ini mengkaji upaya yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan
tanah masyarakat yang terletak pada APL PIPPIB lahan gambut dalam
penerbitan sertipikat hak atas tanah di Kelurahan Air Hitam pada Kantor
Pertanahan Kota Pekanbaru.

Rumusan Masalah Penelitian

Kelurahan Air Hitam merupakan salah satu kelurahan di Kota Pekanbaru
Provinsi Riau yang terkena dampak kebijakan PIPPIB lahan gambut terhadap
tanah masyarakat pada APL PIPPIB lahan gambut tidak dapat dilakukan proses
pemberian hak dalam penerbitan sertipikat hak atas tanah dan kegiatan

derivative pasca pendaftaran tanah menunggu penetapan revisi PIPPIB oleh



Kementerian LHK melalui Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

(PKTL). Hal itu akan mempengaruhi pencapaian cita-cita Kantor Pertanahan

Kota Pekanbaru untuk mewujudkan seluruh bidang tanah terdaftar dan

menghambat proses kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah di Kota

Pekanbaru. Maka perlu adanya strategi penyelesaian pendaftaran tanah pada

lahan gambut.

Penelitian ini memiliki batasan rumusan masalah agar terfokus terhadap
inti permasalahan yang ditentukan oleh Peneliti. Batasan masalah pada
penelitian ini adalah membahas tentang penyelesaian tanah masyarakat pada
APL PIPPIB lahan gambut dalam proses pendaftaran tanah di Kelurahan Air
Hitam Kota Pekanbaru.

Pertanyaan Penelitian

Peneliti membuat pertanyaan penelitian untuk mempermudah menjawab
rumusan masalah. Adapun pertanyaan penelitian tersebut adalah
1. Bagaimana terjadinya tumpang tindih regulasi mengenai pendaftaran tanah,

gambut, dan PIPPIB?

2. Bagaimana struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan
tanah (P4T) di Kelurahan Air Hitam terhadap kebijakan penataan ruang dan
PIPPIB?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Mengetahui terjadinya tumpang tindih regulasi mengenai pendaftaran tanah,
gambut, dan PIPPIB;

b. Mengetahui struktur P4T di Kelurahan Air Hitam terhadap kebijakan
penataan ruang dan PIPPIB..

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Untuk menambah wawasan mengenai implementasi kebijakan PIPPIB

terhadap pendaftaran tanah;



b. Sebagai bahan masukan kepada Kementerian ATR/BPN, Pemerintah
Daerah, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka
Klarifikasi PIPPIB terhadap proses pendaftaran tanah.



BAB VII
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemerintah melalui PP No. 57 Tahun 2016 jo. PP No. 71 Tahun 2014 fokus
mempertahankan keberadaan dan fungsi ekosistem gambut sejalan dengan
kebijakan Inpres No. 5 Tahun 2019, namun implementasi kebijakan tersebut
terindikasi kurang serius terhadap tujuan yang ingin dicapai karena
disandingkan dengan kebijakan PIPPIB masih bersifat “indikatif” dan
mengandung unsur pengecualian bersyarat sehingga memungkinkan untuk
dilakukan revisi PIPPIB. Selain hal itu, Kementerian ATR/BPN menyikapi
inpres ini dalam pelaksanaanya terhadap pelayanan pertanahan tidak
relevan dengan dengan amanat inpres tersebut sehingga dengan adanya
kajian normatif dalam penelitian ini maka diketahui terdapat indikasi
kontestasi kebijakan.

2. Adanya ketidakpastian dalam penerapan persyaratan objek pengecualian
kebijakan PIPPIB terhadap hasil permohonan klarifikasi oleh masyarakat
terdampak, karena tidak seluruhnya permohonan tersebut mendapat surat
tanggapan klarifikasi PIPPIB dari Dirjen PKTL maka mengakibatkan
berkurangnya minat dan kesadaran masyarakat untuk tertib administrasi
sehingga terdapat tanah masyarakat yang terindikasi terlantar.

B. Saran

1. Tanah untuk kemakmuran rakyat tidak akan tercapai jika masih terdapat
peraturan perundang-undangan saling bertentangan maka perlu adanya
hubungan sinergis antara seluruh pemangku kepentingan dalam
menetapkan suatu aturan/kebijakan maka pemerintah pusat perlu membuat
undang-undang atau peraturan pemerintah yang jelas dan tegas dan dapat
menyelaraskan antara aturan mengenai pendaftaran tanah, gambut, PIPPIB,
dan RTRW selanjutnya ditindaklanjuti dengan menerbitkan peraturan

pelaksana oleh Kementerian ATR/BPN, Kementerian LHK, dan kepala

61



daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang memperhatikan kondisi sosial
ekonomi, lingkungan hidup, dan aspirasi masyarakat.

2. Dirjen PKTL Kementerian LHK menetapkan indikator persyaratan yang
rinci disertai prosedur yang jelas terhadap objek pengecualian kebijakan
PIPPIB dan dilaksanakan secara konsisten. Selain itu, Kementerian LHK
memberikan kompensasi terhadap masyarakat terdampak PIPPIB yang
tidak memenuhi syarat untuk dilepaskan dari PIPPIB dan tanahnya dapat
dijadikan sebagai aset pemerintah yang mendukung terwujudnya bank
tanah.

C. Rekomendasi Kebijakan
1. Pelayanan Pertanahan Terpadu

Kementerian ATR/BPN membentuk suatu sistem pelayanan pertanahan
yang terintegrasi dengan Kementerian LHK vyang fokus untuk
menyelesaikan penguasaan/pemilikan tanah pada APL PIPPIB sehingga
mempercepat proses Klarifikasi PIPPIB. Mekanisme yang ditempuh dengan
memanfaatkan data hasil inventarisasi penguasaan/pemilikan tanah yang
masuk APL PIPPIB selanjutnya data tersebut disertai permohonan
Klarifikasi beserta lampirannya dapat didaftarkan kepada satgas pelayanan
terpadu untuk ditindaklanjuti.

Kementerian ATR/BPN melakukan verifikasi sedangkan Kementerian
LHK melakukan kajian dan klarifikasi terhadap permohonan tersebut untuk
dijadikan bahan revisi PIPPIB. Laporan terhadap hasil pelayanan
pertanahan terpadu oleh 2 kementerian ini diserahkan kepada sekretaris
kabinet sejalan dengan amanat Inpres No. 5 Tahun 2019.

2. Penataan Kebijakan Pertanahan

Menurut Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru agar Kementerian
ATR/BPN fokus terhadap makna eksplisit yang diamanatkan dalam Inpres
No. 5 Tahun 2019 dan Peneliti setuju bahwa perlu mengkaji ulang surat
Sekjen Kementerian ATR/BPN dan surat Kakanwil BPN Provinsi Riau
yang menindaklanjuti kebijakan inpres tersebut maka diperlukan penataan

kebijakan pertanahan.
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Pembenahan kebijakan internal dalam penataan kebijakan pertanahan
dapat dirumuskan melalui rapat kerja nasional yang fokus dalam
pembahasan mengenai PIPPIB sehingga dihasilkan satu kebijakan khusus
terhadap penyelesaian pendaftaran tanah masyarakat pada APL PIPPIB
dengan memperhatikan aspirasi masyarakat. Selanjutnya melakukan
koordinasi antara Kementerian ATR/BPN dengan Kementerian LHK
dilakukan secara komprehensif sekaligus mengajukan pertimbangan bahwa
apabila sertipikat tanah yang terlebih dahulu terbit daripada kebijakan inpres
tersebut yang terbit bulan agustus tahun 2019, maka kantor pertanahan dapat
melanjutkan proses penerbitan hak dalam kegiatan pemeliharaan data
pendaftaran tanah sedangkan proses pemberian hak untuk kegiatan
sertipikasi tanah pertama kali yang apabila pemohon sanggup melampirkan
bukti kepemilikan tanahnya telah dilegalisasi sebelum ditetapkan
SK.323/Menhut-11/2011 maka dapat melanjutkan proses pemberian haknya
kecuali HGU dan Hak Pakai.

. Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara

Masyarakat terdampak kebijakan PIPPIB di Kelurahan Air Hitam
melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan terhadap surat Sekjen
Kementerian ATR/BPN Nomor TU.01.02/1717-100/X/2019 tanggal 1
Oktober 2019 dan surat Kakanwil BPN Prov. Riau Nomor HD.02.02/967-
14/111/2020 tanggal 24 Maret 2020 ke Pengadilan Tata Usaha Negara
(PTUN) karena perintah kedua surat tersebut tidak sejalan dengan amanat
Inpres No. 5 Tahun 2019. Hal ini dapat menyebabkan diskriminasi terhadap
hak masyarakat untuk melakukan pendaftaran tanah. Selain hal itu, melalui
bantuan advokat juga dapat dilakukan untuk melakukan uji materil regulasi
tersebut kepada Mahkamah Agung (MA) melalui kepaniteraan pengadilan
negeri sehingga masyarakat memperoleh kepastian hukum tanpa

diskriminatif.
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